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Abstract: Tax as main source of revenue state. With the 
number of MSME’s crucial in all regions, including Mataram 
City, tax revenue needs to be analyzed in terms of tax 
payment compliance. In 2018, tax revenue from MSME’s 
(Micro, Small, and Medium Enterprises) was only IDR 5.7 
trillion, from a total tax revenue of IDR 1,472 trillion. The 
application used for payment and reporting is relatively 
easy, but an evaluation of why tax payment and reporting 
compliance from MSME’s is still low needs to be analyzed.  
This study uses a qualitative descriptive method. The 
research method begins with documentation of MSME data 
in Mataram City. From the sample, the data collection 
method is continued with a questionnaire or interview, to 
determine the condition of the research object. 
The results show that the digitalization variable and the 
simplification of tax regulations are have no effect on 
taxpayer compliance, both for tax payments and reporting. 
MSMEs argue that tax digitalization has not been fully 
implemented, so it has not been able to boost taxpayer 
compliance. Tax regulations are not completely simple, 
because the educational background of managers is 
generally not from economics. This study has contributed 
for the Core Tax Administration System (CTAS) to be used 
immediately, to encourage uniformity in tax payment times 
through 1 application, so that tax compliance can increase. 
Keywords: Factors Influencing, MSME, Tax Compliance 
 

Abstrak: Pajak merupakan sumber pendapatan negara 
utama. Dengan jumlah UMKM krusial di semua daerah 

termasuk Kota Mataram, penerimaan pajak perlu dianalisa 

dari segi kepatuhan pembayaran pajak. Pada tahun 2018 
pendapatan pajak atas UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah) hanya sebesar Rp. 5,7 Triliun, dari total 
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penerimaan pajak keseluruhan sebesar Rp. 1.472 Triliun. 

Aplikasi yang digunakan untuk pembayaran dan pelaporan 
sudah termasuk mudah, namun evaluasi mengapa 

kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak dari UMKM 

masih rendah, perlu dianalisa.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Metode penelitian diawali dengan dokumentasi data UMKM 
di Kota Mataram. Dari sampel, metode pengumpulan data 

dilanjutkan dengan kuesioner atau wawancara, untuk 

mengetahui kondisi objek penelitian.  
Hasilnya, variabel digitalisasi maupun simplifikasi peraturan 

pajak belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 
baik untuk pembayaran maupun pelaporan pajak. UMKM 

berpendapat bahwa digitalisasi pajak belum berjalan 
sepenuhnya, sehingga belum bisa mendongkrak kepatuhan 

wajib pajak. Peraturan pajak belum sepenuhnya sederhana, 

karena latar belakang pendidikan pengelola yang umumnya 
bukan dari ekonomi. Penelitian ini memiliki kontribusi 

perlunya Core Tax Administration System (CTAS) segera 
digunakan, untuk mendorong keseragaman waktu 

pembayaran pajak melalui 1 aplikasi, sehingga kepatuhan 

pajak dapat meningkat.  
Kata kunci: Faktor yang Mempengaruhi, UMKM, 

Kepatuhan Pajak 

 
PENDAHULUAN       

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 
adalah mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 
melalui percepatan pembangunan dalam berbagai bidang. Percepatan dalam 
pembangunan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, untuk itu pemerintah 
mengandalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan tersebut. Penerimaan 
pajak selama ini memiliki porsi besar dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam 
melakukan pembiayaan, terlihat penggunaan pajak untuk pembiayaan ini melebihi angka 
75% (Putra, 2022).  

Reformasi perpajakan sendiri telah terjadi beberapa kali, mulai dari tahun 1983, 
hingga yang terbaru yaitu pada tahun 2021, yang ditandai dengan munculnya Undang-
undang terbaru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 
Bahkan pada 2024, telah muncul Core Tax Administration System (CTAS), yang 
membawa simplifikasi pada pelaporan pajak, dengan acuan Sistem Inti Administrasi 
Perpajakan (PSIAP) (Dharmawan, 2024). Dengan demikian, penanda reformasi ini yaitu 
transformasi pada administrasi perpajakan menjadi digital, guna mempercepat proses 
pembangunan secara kelembagaan dan peningkatan pelayanan dalam perpajakan. 
Harapannya, proses pelaporan dan pembayaran pajak tidak memerlukan waktu yang 
banyak dan lebih sederhana. Dengan demikian, digitalisasi administrasi perpajakan 
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Melalui digitalisasi administrasi perpajakan, diharapkan kepatuhan pajak dapat 
meningkat. Menurut Mardlo (2023), kepatuhan pajak mengacu pada kemampuan dan 
kemauan dari wajib pajak bersangkutan, untuk menaati regulasi perpajakan. Regulasi 
tersebut mencakup baik pelaporan penghasilan dengan benar sesuai dengan prosedur 
(kepatuhan formal), tepat waktu, hingga pembayaran pajak yang tepat waktu, dengan 
jumlah yang benar (kepatuhan materiil). Teori hal ini, teori yang digunakan yaitu Digital 
Empowerment/pemberdayaan digital dari Makinen (2006) dalam meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak/pengguna. Sayangnya, walaupun sudah ada digitalisasi pajak 
dan simplifikasi tarif pajak dengan tarif tunggal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
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(selanjutnya disingkat UMKM), UMKM sering masih merasa kebingungan dalam 
menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah omzet, harta, dan pajaknya. 

Namun pengaruh digitalisasi salah satunya tercermin dari penelitian Tambunan & 
Anwar (2019) yang menemukan bahwa digitalisasi pada administrasi perpajakan dapat 
meningkatkan pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan. Inovasi teknologi 
informasi pada sistem perpajakan diharapkan pula memberikan perbedaan pengalaman 
dalam melakukan pelaporan dan pembayaran perpajakannya, karena sebelumnya, 
upaya untuk pelaporan pajak membutuhkan waktu yang lama dengan tingkat 
kompleksitas yang cukup tinggi.  

Berdasarkan literature review, Limbong et al., (2023) juga menemukan bahwa 
sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak, kesemua 
variabel ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan 
menengah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fikri et al., (2020) yang meneliti UMKM di 
Kecamatan Suralaga Lombok Timur memperoleh temuan bahwa kepatuhan wajib pajak, 
pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, dan juga sanksi pajak, berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Sayangnya, berdasarkan penelitian Arianty (2017) yang meneliti dengan kuesioner 
pada UMKM di Jakarta, yang dilengkapi dengan data dari magang penulis pada Kantor 
Konsultan Pajak yang menangani klien wajib pajak UMKM, menemukan bahwa asas 
kemudahan administrasi pajak ternyata tidak sepenuhnya tercapai. Kebijakan PPh Final 
UMKM ternyata dianggap menimbulkan tambahan beban administrasi kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak yang sesungguhnya tunduk dengan peraturan.  

Hasil kontradiktif dengan penelitian di atas juga ditemukan oleh Sutanto & 
Febrianti (2022). Sutanto & Febrianti (2022) yang meneliti di UMKM di Kabupaten Pati 
menemukan bahwa modernisasi pajak, pelayanan pajak, penurunan tarif pajak 
penghasilan final, sosialisasi insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (2020). Cahyaningsih (2018) yang meneliti UMKM yang 
terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dengan kuesioner dan 
wawancara, juga menemukan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh 
positif, namun tidak signifikan. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak 
berpengaruh positif dan signifikan. Temuan sebaliknya pada penelitian Muchamad et al., 
(2019) yang meneliti UMKM di Kota Purwokerto menemukan bahwa tingkat pendidikan 
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Sementara jumlah omzet 
dan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. 

Reformasi atas simplifikasi tidak hanya pada sistem pelaporan dan pembayaran, 
tetapi Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) juga melakukan penyederhanaan pada 
aturan perundangan-perundangan. Munculnya Undang-undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan, Pajak atas Penghasilan untuk UMKM, serta Insentif Pajak menjadikan 
intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. 

Namun menurut Damayanti (2024), hingga 2022, rasio pajak Indonesia hanya 
sebesar 10,39%, negara-negara ASEAN cukup jauh tertinggal dibandingkan negara 
ASEAN lainnya. Hal ini terjadi bahkan hingga 2023, dengan rasio pajak justru mengalami 
penurunan, hanya 10,31% (Fitriya, 2024). Padahal sejak pandemi hingga saat ini, 
banyak UMKM yang sudah beralih ke online untuk mendongkrak pemasarannya. 
Sementara melalui platform digital, UMKM juga harus melaporkan omzetnya dalam 
laporan keuangan, untuk kemudian dibayar pajaknya. Namun meskipun demikian, 
banyak UMKM menganggap prosedur perpajakan rumit. 

Keinginan UMKM untuk melapor dan membayar pajak juga seringkali terjadi 
karena pajak memberikan imbalan yang sifatnya tidak langsung, dan kerumitan 
pelaporannya. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh 
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Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (2018) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian 
Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (2022), UMKM dengan omzet usaha setahun 
kurang dari Rp4,8 miliar sebenarnya sudah diberikan kemudahan metode penghitungan 
nilai pajak, dengan mengkalikan omzet pajak dengan tarif pajak flat (0.5%). Dengan 
demikian, dengan dasar digitalisasi dan kemudahan ini, diharapkan dapat meningkatkan 
kepatuhan pajak yang akan berimplikasi pada peningkatan serapan pembayaran pajak 
dari Wajib Pajak kepada negara. Penelitian ini bertujuan menganalisa secara kualitatif 
semua faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM).  
 
METODE  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk 
mengkaji secara deskriptif faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Lokasi penelitian meliputi UMKM di Kota Mataram. Data awal UMKM di Kota 
Mataram diperoleh dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota 
Mataram. Peneliti kemudian memilih sampel UMKM yang menjadi responden penelitian. 

Metode pemilihan sampel UMKM adalah purposive sampling. Kriteria purposive 
dalam penelitian ini yaitu dengan kriteria UMKM dengan omzet di bawah Rp500.000.000. 
selain itu, jenis usaha UMKM juga menjadi penentu kriteria sampel penelitian. Obyek 
penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Penelitian kemudian dilakukan melalui kuesioner semi terbuka dan atau 
wawancara dengan UMKM sampel di Kota Mataram. Triangulasi kemudian dilanjutkan 
dengan wawancara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur, terkait sistem 
pelayanan pajak dan digitalisasi pajak. Hasil dari kuesioner dan atau wawancara 
kemudian ditriangulasi, untuk ditarik kesimpulan mengenai objek penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 Peneliti telah melakukan kompilasi data UMKM di Kota Mataram, dengan jenis 
usaha berbeda, namun dengan omzet rata-rata di bawah Rp500.000.000, atau di bawah 
Rp1.000.000.000 per tahun. Hasilnya, terdapat kesamaan faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut. Berikut rinciannya, dalam hasil penelitian. 
a. Usaha kelor 

Usaha ini berbasis produksi, namun bahan baku dibeli dari petani kelor, bukan 
produksi sendiri. Produksi sendiri hanya pada produk yang dijual, yaitu teh kelor dan 
kopi kelor.  
Omzet usaha per bulan yaitu antara Rp500.000.000-Rp800.000.000, jadi masih 
bersifat siklis. Dari hasil wawancara, UMKM ini akan melakukan pencabutan 
Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan tampaknya UMKM ini belum memiliki pemahaman 
total bahwa karena omzet tidak sampai Rp5.000.000.000, maka tidak perlu menjadi 
PKP. Padahal nilai omzet yang dijadikan patokan keliru, kemungkinan karena UMKM 
kurang memperoleh pelatihan dari KPP. Jika berdasarkan regulasi omzet, hal ini 
kurang pas, karena dengan omzet di bawah Rp1,8 M, memang PKP bisa dicabut. 
Namun dari segi jenis barang, produknya termasuk Barang Kena Pajak (BKP), 
karena termasuk dalam kategori barang konsumsi yang dikemas.  
Hingga sekarang, untuk pencabutan PKP, karena sedang dalam proses, 
kemungkinan diloloskan oleh KPP, karena nilai omzetnya di bawah Rp500.000.000. 
Aplikasi pelaporan yang sudah dijalankan adalah e-filling dan sertifikat elektronik 
(sertel) yang masih berbasis e-spt, bukan e-filling, sehingga informan menganggap 
sistem aplikasi pembayaran dan pelaporan pajak rumit. 
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b. Usaha Jasa Pendidikan 
Zentrum merupakan usaha jasa pendidikan dengan omzet masih di bawah 
Rp500.000.000. Usaha ini berdiri sudah sejak 2017, namun baru full operation mulai 
Maret 2022. Untuk usaha ini, yang dimiliki hanya NPWP, bukan PKP. Namun jika 
dulu usaha jasa pendidikan bukan BKP yang terkena PPN, dalam UU PPN s.t.d.t.d 
UU Cipta Kerja, jasa pendidikan merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan 
PPN. Dalam hal ini, jasa pendidikan bukan merupakan objek PPN. Pada perubahan 
yang dilakukan melalui UU HPP, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang dikecualikan 
dari PPN, sehingga jasa pendidikan kini merupakan JKP. Jadi seharusnya, dikenai 
PPN 11%. 

c. Usaha Makanan/Kuliner/food beverage 
Usaha ini berbasis produksi makanan/kuliner/food beverage, punya restoran, 
namun tidak dine-in, tapi melalui order pesan antar. Berdasarkan hasil wawancara, 
informan belum tahu mengenai adanya pembelajaran untuk sistem pajak. 
Informan juga agak malas dengan sistem online e-filling, karena untuk mengurus 
NPWP, informan masih mengganggap masih harus ke Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP). Sementara juga UMKM masih menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto, karena nilai omzet di bawah Rp500.000.000. Dengan norma ini, 
konsep penghitungannya yaitu penghasilan neto dikali 0,5%, untuk perhitungan 
pajaknya.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data, digitalisasi pajak memang belum 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, karena informan mengganggap untuk 
pendaftaran NPWP juga masih harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini diduga 
peneliti dikarenakan kurangnya edukasi KPP ke UMKM terkait. Selain karena sosialisasi 
belum tersebar di semua Kanwil ataupun KPP, umumnya sosialisasi diadakan jika ada 
peraturan baru untuk pembayaran ataupun pelaporan pajak.  

Sementara itu, variabel simplifikasi peraturan pajak juga tidak mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun jika berpengaruh, pengaruh 2 variabel ini “agak 
negatif”. Dari kuesioner dan wawancara dengan informan, informan pada umumnya 
menganggap bahwa pembayaran dan pelaporan pajak rumit. Menurut interpretasi 
peneliti atas hasil kuesioner dan wawancara, hal lainnya yang membuat informan 
enggan terhadap sistem perpajakan adalah kemungkinan website pajak ataupun video 
pembelajarannya Bahkan informan juga mengganggap kalau bisa, tidak usah menjadi 
Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Namun jika dilihat keterkaitannya dengan 2 variabel di atas (digitalisasi dan 
simplifikasi peraturan), kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama untuk PPN, juga 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, termasuk apakah pemilik NPWP dan pengelola 
usaha yang harus menghitung dan melaporkan pajak, merupakan lulusan ekonomi atau 
tidak. Persepsi UMKM terhadap manfaat pajak juga berpengaruh terhadap 
kepatuhannya, karena UMKM menganggap pajak tidak mempengaruhi perubahan 
pembangunan. Terlebih hingga akhir 2024, sistem Core Tax Administration System 
(CTAS) belum berjalan sepenuhnya, sehingga aplikasi untuk pelaporan PPh dengan e-
filling, pelaporan PPN dengan e-faktur, dan aplikasi untuk pemotongan dan pemungutan 
PPh melalui e-bupot, belum sepenuhnya menjadi 1 aplikasi. Aplikasi Core Tax 
Administration System (CTAS) baru akan berjalan sepenuhnya pada Januari 2025. 
Aplikasi ini diharapkan akan mempermudah proses pembayaran dan pelaporan semua 
jenis pajak. 

Sebagai akhir, faktor lain yang berpengaruh yaitu nilai omzet dan jenis usaha. 
Ada UMKM yang memang memiliki jenis usaha bebas pajak untuk PPN, baik dari segi 
omzet maupun jenis usahanya, namun dari segi omzet, UMKM yang mengalami perlunya 
penghapusan sebagai PKP masih berada dalam proses di KPP.  
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Dilihat dari segi psikologi, secara keseluruhan, informan menganggap pegawai di 
UMKM (sebagai pembayar dan pelapor pajak), membutuhkan bantuan dari KPP. Padahal 
KPP juga membutuhkan para pembayar untuk membayar pajak. Oleh karena itu, 
pendekatan waktu pendataan subjek pajak dengan objeknya, seharusnya dilaksanakan 
oleh pegawai KPP dengan lebih persuasif, tidak agresif. Demikian pula dengan peraturan, 
jangan selalu mengkaitkan pendataan subjek pajak dengan sanksi pajak. 

Jika disimpulkan hubungannya dengan teori Digital Empowerment/Teori 
Pemberdayaan Digital, untuk sistem pembayaran dan pelaporan pajak belum 
mendukung teori ini. Keterbatasan penelitian ini yaitu perlunya mendata usaha lain, 
seperti usaha alat tulis kantor dan bengkel, karena kesemuanya ini terkait dengan pajak 
pusat. Berbeda dengan restoran yang dikenakan pajak daerah. Oleh karena itu, informan 
umumnya agak ragu-ragu untuk membuka data kepada tim peneliti, karena 
dikhawatirkan akan berlanjut ke KPP. 

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, salah satunya dilakukan oleh 
Tambun & Riandini (2022). Hasilnya, walaupun menurut penulis dapat disimpulkan 
bahwa ketika pemerintah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, hal yang perlu 
ditingkatkan adalah nasionalisme, digitalisasi layanan pajak, namun ternyata penelitian 
ini menemukan bahwa UMKM masih berpendapat bahwa digitalisasi layanan pajak belum 
sepenuhnya, karena mereka masih harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Akibatnya, 
nasionalisme dalam bentuk keinginan wajib pajak dari UMKM untuk mematuhi pelaporan 
dan pembayaran pajak menjadi berkurang. Selain itu, dibutuhkan literasi untuk 
menyelesaikan masalah ini. Para pelaku UMKM bersedia untuk membayar pajak, jika 
prosesnya mudah dan manfaatnya terlihat konkret bagi mereka, bukan hanya “diancam” 
dengan sanksi. 

Hasil penelitian ini kontras dengan penelitian Pratiwi & Sofya (2023). Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat umum yang sudah menjadi Wajib Pajak 
aktif di KPP Pratama Kota Solok, hasil penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi 
perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib 
pajak. Selain digitalisasi layanan pajak, cooperative compliance juga berpengaruh 
terhadap upaya pencegahan tax avoidance. Dengan demikian, hasil penelitian ini serupa 
untuk respon UMKM terhadap digitalisasi pajak yang masih terpisah aplikasinya, dengan 
tanggal pembayaran bervariasi untuk beragam jenis pajak. Namun pada 2025, 
digitalisasi akan menjadi 1 aplikasi, dengan batas tanggal pembayaran pajak serupa, 
yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir.  

Oleh karena itu, atas hasil penelitian ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui tentang pengaruh digitalisasi layanan pajak melalui Core Tax Administration 
System (CTAS). Hal ini diperlukan karena dengan Core Tax Administration System 
(CTAS), aplikasi untuk pembayaran dan pelaporan akan menjadi 1 aplikasi, baik untuk 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB). Peneliti juga dapat menganalisa tingkat kepatuhan wajib pajak, jika UMKM 
menggunakan nama pribadi sebagai wajib pajak, dibandingkan dengan jika UMKM 
menggunakan nama usaha sebagai nama wajib pajak.  
 
SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan menganalisa secara kualitatif aspek-aspek yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasilnya, berdasarkan kuesioner yang 
ditriangulasi dengan wawancara, baik variabel digitalisasi maupun simplifikasi peraturan 
pajak dianggap belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik untuk 
pembayaran maupun pelaporan pajak. UMKM berpendapat bahwa digitalisasi pajak 
belum berjalan sepenuhnya, sehingga belum bisa mendongkrak kepatuhan wajib pajak. 
Selain itu, peraturan pajak belum sepenuhnya sederhana, untuk dipraktekkan dan 
dihitung oleh UMKM, karena latar belakang pendidikan juga yang bukan dari ekonomi. 
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Penelitian selanjutnya dapat mengkaitkan kepatuhan wajib pajak dengan latar 
belakang pendidikan terakhir, agar dapat diketahui persis mengapa digitalisasi layanan 
pajak ditemukan tidak berpengaruh. Efek penggunaan Core Tax Administration System 
(CTAS) di tahun depan juga perlu dianalisa efeknya, dengan menganalisa efek 
penggunaan aplikasi pajak yang integratif ini untuk semua jenis pajak, terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  
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